ABSTRAK

Penelitian ini membahas kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam
memberikan perlindungan terhadap hak nelayan serta proses dan tahapan
perlindungan hak nelayan terhadap praktik pagar laut di Kabupaten Tangerang.
Pemasangan pagar laut tanpa izin telah menghambat akses nelayan menuju wilayah
tangkap dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat pesisir. Kondisi
tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara pengaturan pemanfaatan
ruang laut dan pelaksanaannya di lapangan. Permasalahan penelitian dirumuskan
pada kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam perlindungan hak
nelayan serta proses perlindungan yang dilakukan terhadap praktik pagar laut.

Penelitian menggunakan pendekatan doktrinal dengan spesifikasi deskriptif
analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-
undangan, kebijakan pemerintah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan
perlindungan nelayan dan pengelolaan ruang laut, serta wawancara pendukung.
Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menelaah kesesuaian antara norma
hukum, kebijakan pengawasan ruang laut, dan pelaksanaannya. Metode ini
digunakan untuk menilai pelaksanaan kebijakan dan tahapan perlindungan hak
nelayan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Kementerian Kelautan dan
Perikanan dalam perlindungan hak nelayan telah diatur melalui pengendalian
pemanfaatan ruang laut, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut,
serta pengawasan ruang laut. Proses perlindungan hak nelayan terhadap praktik
pagar laut di Kabupaten Tangerang dilakukan melalui tahapan pengawasan
administrasi, pemeriksaan lapangan, dan penindakan terhadap pelanggaran
pemanfaatan ruang laut. Pelaksanaan kebijakan dan tahapan tersebut belum
berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan, Kketerbatasan koordinasi
antarinstansi, serta masih terbukanya ruang pelanggaran. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa kebijakan dan proses perlindungan hak nelayan oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan belum sepenuhnya mampu menjamin akses
nelayan terhadap ruang laut. Diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum
yang konsisten, serta penyelarasan kewenangan pusat dan daerah.
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